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ABSTRAK 

Abidin, Rakhmad Aulia. 2015. “Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten 

Jepara”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing. Tri Sulistyono. S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Perusahaan, Upah Minimum 

Pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu pemerintah menetapkan upah 

minimum yang merupakan upah bulanan terendah yang diterima oleh 

pekerja/buruh sebagai jaring pengaman bagi pekerja dari kesewenang-wenangan 

pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja. Tidak terlaksananya 

pemberian upah minimum yang dilakukan oleh pengusaha berdampak pada 

terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana 

pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan 

upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara? Kendala apa yang terjadi dalam 

pengawasan pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara?. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana dalam metode ini 

data diperoleh dari data primer yaitu data diperoleh langsung dari wawancara 

dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara dan Pengusaha CV. Rimba Raya serta data sekunder yang 

diperoleh dari peraturan terkait. 

Perusahaan yang tidak melaksanaan upah minimum di Kabupaten Jepara 

dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan sebanyak 3 perusahaan yaitu 

dari 20 perusahaan menjadi 17 perusahaan yang tidak melaksanakan upah 

minimum. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu  sebanyak 

40 perusahaan yang tidak melaksanaan upah minimum. Upaya yang dilakukan 

oleh pihak pengawas ketenagakerjaan jika perusahaan tidak melaksanakan upah 

minimum yaitu memberikan surat nota pemeriksaan, memberi peringatan sampai 

2 kali, memanggil perusahaan terkait hingga penegakan hukum melalui proses 

berita acara pemeriksaan. Perusahaan yang harus diawasi oleh pihak pengawas 

ketenagakerjaan adalah sebanyak 428 perusahaan sedangkan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan hanya ada 2 pegawai, dari segi kuantitas hal ini tidak sebanding 

dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi oleh pihak pengawas, sehingga 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara kurang maksimal. Penelitian ini 

semoga dapat memberikan masukan berupa: menambah pegawai pengawas 

ketenagakerjaan agar perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan hukum 

ketenagakerjaan dapat diawasi dan diperiksa secara maksimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah (Jateng) melambat 

dibandingkan 2012 lalu. Hal itu terlihat hingga triwulan III 2013, ekonomi Jateng 

hanya tumbuh 5,9 persen, sedangkan tahun lalu mampu tumbuh 6,3 persen 

(sindonews.com:2013). Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini, telah 

berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia yang tak luput  dalam 

bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja sangat berperan penting dalam mendukung 

berjalannya suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Tenaga kerja 

merupakan sebagai unsur terpenting dalam peningkatan pertumbuhan 

pembangunan industri, baik industri milik negara maupun swasta, oleh karenanya 

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja atau buruh akan mengandung 

aspek hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja tersebut 

dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis dan 

disepakati oleh kedua belah pihak yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak antara pengusaha dengan pekerja. 

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”. Bermula dari penjelasan pasal tersebut menurut penulis dapat 

diartikan bahwa pemerintah harus menjamin kepada setiap warganya untuk
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 mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak 

disini dapat diartikan bahwa dalam bekerja, pekerja mendapatkan upah yang layak 

sesuai dengan hak-hak dasar pekerja.  

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. Menurut penulis jaminan kesempatan kerja dan 

mendapat imbalan yang layak dan adil dalam hubungan kerja merupakan 

hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila jaminan 

hidup telah terpenuhi melalui kesempatan kerja, maka peningkatan kualitas 

manusia akan dapat tercapai kesejahteraannya. Oleh karena itu masalah 

ketenagakerjaan merupakan masalah  penting yang kebijakan perlindungan tenaga 

kerja sifatnya harus menyeluruh di semua sektor. Demikian pula kebijakan di 

bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, 

kondisi kerja dan hubungan kerja, kesehatan kerja, jaminan sosial didalam rangka 

perbaikan kesejahteraan tenaga secara menyeluruh. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 

martabat, dan harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur dan meratabaik materiil maupun spiritual (Masriani 

2004:140). 

 

Upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja merupakan suatu 

komponen yang sangat penting yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan 

hubungan kerja, antara pekerja dengan pengusaha yang mempunyai peranan 

strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah yang diterima pekerja atas 
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imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, sehingga upah yang 

diterima pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam 

memproduksi barang atau jasa tertentu. 

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, menyebutkan Upah Minimum 

adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan 

tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.  

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, Upah Minimum Kabupaten Jepara tahun 2014  

adalah sebesar Rp. 1.000.000,00. Upah Minimum tersebut ada kenaikan sebesar 

Rp. 125.000,00 atau 14,4% dari nominal sebelumnya pada tahun 2013 yaitu 

sebesar Rp. 875.000,00.  

Pemerintah menetapkan upah minimum bagi setiap Kabupaten yang 

besaran upahnya berdeda-beda bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pekerja. Dalam penetapan upah minimum, Pemerintah mengacu pada survei 

berdasarkan kebutuhan hidup layak secara fisik untuk kebutuhan hidup 1 bulan. 

Dengan penetapan Upah Minimum bagi setiap Kabupaten dimaksudkan untuk 

melindungi pekerja agar kehidupannya tidak merosot pada tingkat yang paling 

rendah sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar kerja, sehingga penyelarasan 

kebijakan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat mewujudkan 

keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. 



4 
 

 
 

Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah wajib ditaati 

oleh perusahaan yang berada di Jawa Tengah, upah minimum Kabupaten tahun 

2014 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 seperti tertuang dalam dalam 

Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/60 Tahun 2013 tertanggal 18 

November 2013, kecuali pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, 

dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan 

kepada Menteri Tenaga Kerja di sertai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas 

Tenaga Kerja setempat. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Tenaga Kerja 

dapat menangguhkan pelaksanaan upah minimum paling lama 12 bulan. 

Sebagaimana dikutip dari harian suaramerdeka.com pada tanggal 14 

Februari 2014 Pelaksana Tugas Kepala Dinas Disnakertransduk Jateng, Wika 

Bintang menyebutkan bahwa :  

Semarang, suaramerdeka.com – “ ... berdasarkan pengawasannya memang 

masih ada beberapa perusahaan yang belum menjalankan pembayaran gaji 

sesuai UMK 2014. Tanpa menyebut nama perusahaan, Wika mengatakan 

diantaranya berada di Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kota Pekalongan 

...“ 

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Jepara Tahun 2013, jumlah perusahaan yang terdaftar adalah sebanyak 398 

perusahaan, Mayoritas perusahaan tersebut yaitu perusahaan meubel sekitar 218 

perusahaan dan sedangkan sektor industri Usaha Mikro Kecil Menengah atau 

home industry yang tidak terdaftar adalah sekitar 12.000. Di sektor home industry 

sebagian besar perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh masih 

bersifat tradisional dalam arti perjanjian kerja dilakukan secara lisan/tidak tertulis. 

Menurut Pengurus Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia 

(Asmindo), Andre Sundrio mengatakan “nilai ekspor secara nasional pada 2012 
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sebesar 1,7 miliar USD. Dari angka itu, nilai ekspor yang mampu dihasilkan 

industri mebel Jepara hanya USD 118 juta atau hanya 10 persen dari nilai ekspor 

nasional. Kalau diprosentase produk kita baru bisa menguasai sekitar 2,8 persen 

pasar mebel dan kerajinan dunia.” (sindonews.com:2013) 

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas penulis tertarik 

untuk mengangkat sebagai judul skripsi “Pengawasan Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 

Di Kabupaten Jepara” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang uraian di atas mengenai Upah Minimum 

Kabupaten, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan upah minimum kabupaten tahun 2014 di Jawa Tengah 

terdapat beberapa perusahaan yang membayar Upah pekerjanya tidak sesuai 

dengan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa 

Tengah. 

2. Industri meubel di Kabupaten Jepara sudah go international tetapi tingkat 

kesejahteraan buruh belum terpenuhi. 

3. Adanya hubungan kerja dan perkembangan industri di Kabupaten Jepara yang 

masih bersifat tradisional dalam arti tidak ada perjanjian kerja secara tertulis. 

4. Banyaknya home industry di Kabupaten Jepara sehingga perlindungan buruh 

lemah. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang ditulis oleh penulis tidak meluas yang dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan dan agar lebih spesifik maka masalah yang dikaji 

dalam penulisan ini akan dibatasi antara lain : 

1. Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap 

pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap 

perusahaan yang tidak melaksanaan upah minimum Tahun 2014 Di 

Kabupaten Jepara. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terhadap pengawasan perusahaan yang tidak melaksanaan upah 

minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas tujuan 

penulisan skripsi ini di antaranya : 

1. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terhadap pengawasan perusahaan yang tidak melaksanaan upah 

minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan setelah selesainya penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat terutama dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum 

Kabupaten Jepara. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai 

gambaran teoritis Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Tahun 

2014 di Kabupaten Jepara. Selain itu penulisan ini dapat memperkaya wawasan 

khususnya bidang Hukum Ketenagakerjaan baik penulis sendiri maupun siapa saja 

yang membacanya sebagai referensi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pengawasan pelaksanaan upah minimum 

tahun 2014 Di Kabupaten Jepara 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai 

referensi mengenai pengawasan pelaksanaan upah minimum 

tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu 

penelitian dari karya ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang 

menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi (3) tiga bagian 

dan 5 (lima) Bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, 

kata pengantar, lembar abstrak,, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

dan penutup. Adapun Bab-Bab dalam bagian pokok skripsi sebagai 

berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan 

skripsi. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 
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Dalam bab II Tinjauan pustaka, bab ini berisikan tentang tinjauan 

pustaka yang menyajikan landasan teori yang memperkuat 

penelitian seperti teori mengenai gambaran umum Pengawasan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan 

upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini berisi mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, 

metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis data. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang  

memuat tentang proses Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di 

Kabupaten Jepara, Kendala yang menghambat pelaksanaan upah 

minimum tahun 2014 serta Solusi terhadap kendala yang 

menghambat pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten 

Jepara. 

e. Bab V Penutup 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan 

saran dari pembahasan yang diuraikan di atas. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang 

mendukung penyelesaian penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Fransiska Meta Chrismas tahun 

2010 yang   berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Upah 

Minimum Provinsi Bagi Pekerja Di Yogyakarta” (Studi Kasus: Bakpia Pathuk 

Ayu Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) bagi pekerja di Yogyakarta, 

khususnya bagi pekerja/buruh di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta belum 

terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang 

pengupahan dan ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 

2009. 

Kendala dari pihak pengusaha adalah Perusahaan Bakpia Pathuk Ayu 

merupakan Home Industry yang memiliki masalah terletak pada omset yang 

masih belum bisa stabil. Sehingga jika pengusaha tetap membayar upah/gaji 

pekerja/buruh mencapai target Upah Minimum Propinsi (UMP) Yogyakarta 
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sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pengusaha akan merugi. 

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Yogyakarta dalam hal pengawasan terhadap upah pekerja disuatu perusahaan. 

Bakpia Pathuk Ayu yang merupakan salah satu dari industri kecil di Yogyakarta 

sehingga tidak terjangkau pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Yogyakarta dan merupakan usaha marginal/usaha tidak mampu 

karena tidak mampu membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum Propinsi, 

sehingga secara yuridis/legal Bakpia Pathuk Ayu ini melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, namun jika tetap dilaksanakan pemberian 

upah sesuai UMP, kenyataannya industri kecil/rumah akan habis (tidak ada) atau 

tidak akan beroperasi lagi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulya Dian Yufia tahun 2013, dengan judul 

Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota Dumai (Studi Kasus Pada 

Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT. (Pesero) Pelabuhan Indonesia I 

Cabang Dumai. Hasil penelitian tersebut menunjukan Kebijakan Upah Minimum 

Kota di Kota Dumai tahun 2012 belum terlaksana pada Koperasi Karyawan 

Maritim PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai). Koperasi 

Karyawan Maritim PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai) 

memberikan upah kepada pekerja pembersihan sebesar Rp. 850.000.00. 

Pemberian upah ini jauh dibawah UMK Dumai tahun 2012, yakni sebesar Rp. 

1.287.600.00.  
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Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Seprovinsi Riau Tahun 2012 adalah :  

a. Kelemahan struktural. 

b. Minimnya perusahaan yang melapor pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Dumai. 

c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan. 

d.  Minimnya Pengaduan Pekerja.  

Penelitian terdahulu di atas saling berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengenai pelaksanaan upah 

minimum. Studi kasus kedua penelitian tersebut lebih difokuskan pada satu 

perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum yang ditetapkan oleh 

Gubernur. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih 

difokuskan pada kinerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara dalam memberikan pengawasan kepada perusahaan yang tidak 

melaksanakan upah minimum  di Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh 

Gubernur Jawa Tengah. 

2.2. Tinjauan Umum Good Governance 

Kushandajani mengutip Billah (1996:40), menyebutkan good governance 

dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai 

nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi 

masalah publik untuk mewujudkan nilai nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan 

keseharian.  



13 
 

 
 

Istilah good governance seringkali dipahami sebagai “penyelenggaraan 

pemerintahan/kepemerintahan/tata pemerintahan yang baik”. Sebenarnya istilah 

good governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, 

yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik 

dalam suatu negeri (Horby 1995:515). 

Menurut Kushandajani dalam bukunya Yuwono (2001:71) Dalam rangka 

membangun good governance di daerah, paling tidak ada beberapa prinsip dasar 

yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: prinsip 

kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, akuntabilitas dan partisipasi. 

Implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang satu sama lain 

saling berkaitan, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector), dan lembaga 

swadaya masyarakat (civil society organization). Negara menciptakan lingkungan 

politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan, dan lembaga swadaya masyarakat berperan positif dalam interaksi 

sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (Sabarno 

2007:17). 

2.2.1. Asas – Asas Good Governance 

Menurut Rosidin (2010:183-184) Prinsip-prinsip good governance pada 

dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi 

acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good 

governance dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam tujuh asas 
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umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip atau asas umum dalam 

penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang–Undang tersebut meliputi 

sebagai berikut : 

a. Asas kepastian hukum 

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara. 

b. Asas tertib penyelenggaraan negara 

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 

c. Asas kepentingan umum 

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, 

akomodatif, dan selektif. 

d. Asas keterbukaan 

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

e. Asas proporsionalitas 

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penyelenggara negara. 
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f. Asas profesionalitas 

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

g. Asas akuntabilitas 

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.3.  Tinjauan Pengawasan 

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. 

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen dan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachruddin 2004:88) 

Menurut Sabarno (2007:47-52) Pengawasan sebagai keseluruhan proses 

kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan 

dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional 

tersebut setidaknya juga perlu berpegang pada norma pengawasan umum 

sebagaimana dirumuskan berikut ini : 

a) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan 

siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan 

dan hambatan supaya dilaporkan apa yang terjadi (what), apa sebab-

sebab terjadi (why), dan menemukan cara memperbaikinya (how). 
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b) Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan 

secara terus menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan 

yang berkesinambungan guna meningkatkan kinerja organisasi. 

c) Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat terhadap 

penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah 

berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan. 

Menurut Muchsan dalam bukunya (Fachruddin 2004:89) Pengawasan 

adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan 

tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya 

(dalam hal ini berujud suatu rencana/plan). 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) di 

bidang perburuhan/ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif 

pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. 

Selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan 

pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang 

harmonis. Sebab seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha 

tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan 

yang berlaku (Husni 2006:50). 

2.3.1. Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan 

Peraturan perundang–undangan di bidang ketenagakerjaan hanya akan 

melindungi buruh secara yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam 



17 
 

 
 

pelaksanaanya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat 

kerja pekerja/buruh pada waktu-waktu tertentu (Asyhadie 2008:49). 

Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh 

pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen 

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menyebutkan pengawasan 

pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini 

dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

Menurut Asyhadie (2008:49) terdapat tiga tugas pokok pengawas 

ketenagakerjaan adalah : 

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah 

ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, 

dan jika tidak, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk 

menjamin pelaksanaannya. 

2. Membantu baik pekerja/buruh maupun pengusaha dengan jalan 

memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasihat yang mereka 

perlukan agar mereka memahami apakah  yang dimintakan peraturan 

dan bagaimana melaksanakannya. 

3. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-

bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundangan 

ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 3 tahun 

1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 

Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia 

menyebutkan : 

(1) Pengawasan perburuhan diadakan guna : 

a) mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-

peraturan perburuhan pada khususnya. 

b) mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal 

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang 

seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-

peraturan perburuhan. 

c) menjalankan pekerjaan lain-lainya yang diserahkan kepadanya 

dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. 

(2) Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan 

tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan. 

2.4. Tinjauan Ketenagakerjaan 

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja. 

Menurut Mr. M. Levenbach dalam bukunya Manulang (2001:1) Hukum 

Ketenagakerjaan (arbeidsrecht) adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan 
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kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. 

2.4.1.  Tenaga Kerja 

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Menurut  Payaman  Simanjuntak  dalam bukunya Manulang (2001:3) 

tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang mencari 

pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus 

rumah tangga. 

Menurut Husni (2006:17) tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja adalah 

1. Mereka yang dalam studi. 

2. Golongan yang mengurus rumah tangga. 

3. Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan 

aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan  misalnya pensiunan, 

penerima bunga deposito dan sejenisnya. 

2.4.2.  Pekerja atau Buruh 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  



20 
 

 
 

Menurut Soepomo (1976:31) pengertian pekerja sangat luas, yaitu tiap 

orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar 

hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh 

bebas. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan buruh atau 

pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. 

Menurut Husni (2006:35) untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan 

kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

pengertian “pekerja” diperluas yakni termasuk: 

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima 

upah maupun tidak. 

2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah 

perusahaan. 

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. 

 

2.4.3.  Serikat Pekerja 

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 

disebutkan bahwa serikat buruh/pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh 

dan untuk buruh/pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serat melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh 

ditemukan beberapa prinsip dasar yakni: 
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1. Jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi 

anggota serikat pekerja/buruh. 

2. Serikat buruh dibentuk atas asas kehendak bebas buruh/pekerja tanpa 

tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak 

manapun. 

3. Serikat buruh/pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis, 

pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak buruh/pekerja. 

4. Basis utama serikat buruh/pekerja berada di tingkat perusahaan, 

serikat buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam Federasi 

Serikat Buruh/Pekerja dapat menggabungkan diri dalam Konfederasi 

Serikat Buruh/Pekerja. 

5. Serikat buruh/pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh/pekerja 

yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor 

Depnaker setempat, untuk dicatat (bukan didaftarkan). 

6. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 

untuk membentuk/tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak 

menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan 

atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat 

buruh/pekerja. 

2.4.4.  Pengusaha 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menjelaskan pengertian Pengusaha adalah : 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 
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b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

 

Sedangkan menurut Soepomo (1976:32) istilah pengusaha secara umum 

menunjukkan tiap orang yang melakukan suatu usaha (entrepreneur). Seorang 

majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungannya dengan buruh. 

2.4.5.  Perusahaan 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian Perusahaan adalah : 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;  

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

 

2.4.6.  Apindo 

Menurut Husni (2006:45-46) Organisasi pengusaha yang khusus mengurus 

masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha 

Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah suatu wadah kesatuan para 

pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia 

usaha melalui kerja sama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, 

dan pekerja. Tujuan APINDO menurut Pasal 7 Anggaran Dasar yaitu : 

1) mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan 

kepentingannya di dalam bidang sosial ekonomi; 
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2) menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, dan 

kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan 

ketenagakerjaan; 

3) mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program peran 

serta aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju 

kesejahteraan sosial, spiritual, dan materiil; 

4) menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan 

kebijaksanaan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang disesuaikan 

dengan kebijaksanaan pemerintah. 

2.4.7. Dewan Pengupahan 

Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat 

tripartite, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

pengusaha, dan serikat pekerja.serikat buruh. 

Menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 107 

Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan ini terdiri dari : 

1. Dewan Pengupahan Nasional (selanjutnya disebut Depenas) dibentuk 

oleh presiden. 

Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 

pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan 

pengembangan pengupahan nasional. Depenas dapat bekerja sama, 

baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait 

lainnya jika dipandang perlu. 
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Keanggotaan Depenas terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja/buruh, dengan komposisi keanggotaan 

2:1:1. Sedangkan kompisisi keanggotaan dari perguruan tinggi dan 

pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan 

keseluruhan keanggotaan Depenas berjumlah gasal. 

2. Dewan Pengupahan Provinsi (selanjutnya disebut Depeprov) dibentuk 

oleh Gubernur. 

Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) bertugas : 

a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Gubernur 

dalam rangka : 

1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan 

Upah Minimum Sektoral (UMS) 

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 

nasional 

 

Keanggotaan Depeprov terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja/buruh, dengan komposisi keanggotaan 

2:1:1. Sedangkan kompisisi keanggotaan dari perguruan tinggi dan 

pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan 

keseluruhan keanggotaan Depeprov berjumlah gasal. 

3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut 

Depekab/Depeko) dibentuk oleh bupati/walikota 

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) bertugas : 
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a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 

rangka : 

1) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 

(UMSK); 

2) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. 

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 

nasional. 

Keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari unsur pemerintah, 

organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh, dengan komposisi 

keanggotaan 2:1:1. Sedangkan kompisisi keanggotaan dari perguruan 

tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan 

ketentuan keseluruhan keanggotaan Depenas berjumlah gasal. 

2.4.8. Pemerintah 

Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum 

perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan 

perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan 

pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya 

kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan 

perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan 

selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur 

tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan 

kepastian hak dan kewajiban para pihak (Husni 2006:47-48). 
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Husni mengutip dalam bukunya Soepomo (1983:38) memisahkan antar 

penguasa dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum 

perburuhan/ketenagakerjaan, sedangkan menurut Husni antara keduanya 

merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang 

berdiri sendiri tetapi merupakan bagian (bidang) dari Depnaker. 

2.4.9.  Hubungan Kerja 

Menurut Soepomo dalam bukunya Manulang (2001:63) hubungan kerja 

adalah hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan 

perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, dimana majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. 

Menurut Wijayanti (2009:36) unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi 

dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : 

1. Adanya pekerjaan (arbeid) 

2. Di bawah perintah/gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 

pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi); 

3. Adanya upah tertentu/loan; 

4. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun 

atau berdasarkan waktu tertentu). 
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2.5. Upah Minimum 

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan. 

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah disebutkan  bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, 

termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.  

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, menyebutkan upah 

minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk 

tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 

Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk 

menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka 

pemerintah turut serta menetapkan standart upah terendah melalui peraturan 

perundang–undangan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya 

hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha 

dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan 

buruh wanita untuk pekerjaan sama nilainya (Husni 2006:150-151). 
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2.5.1.  Jenis – Jenis Upah Minimum 

Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (a) dan (b)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Upah Minimum terdiri atas: 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota 

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. 

 

Sedangkan menurut Permenakertrans (Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi) Nomor 7 Tahun 20013 Tentang Upah Minimum pada Pasal 1 

upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota. 

Menurut Husni (2012:89-91) tentang jenis-jenis upah yang terdapat dalam 

berbagai kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Upah Nominal 

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan 

pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. 

b. Upah Nyata (Real Wages) 

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah uang yang nyata yang 

benar - benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah 

nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak 

tergantung dari : 

1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima. 
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2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

c. Upah Hidup 

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk 

membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan 

pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya, seperti 

pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. 

d. Upah Minimum (Minimum Wages) 

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan 

standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh 

yang bekerja diperusahaannya. 

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini 

kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan 

ditetapkannya upah minimum itu,yaitu : 

1. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai 

sub sistem dalam suatu hubungan kerja. 

2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan 

yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan. 

3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai 

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. 

4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja 

dalam perusahaan. 

5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup 

secara formal. 
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e. Upah wajar  

Upah Wajar  maksudnya adalah upah yang secara relatif dinilai 

cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya 

pada perusahaan. 

Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara 

upah minimum upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu : 

1. Kondisi negara pada umumnya. 

2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada. 

3. Peraturan Perpajakan. 

4. Standar hidup para buruh itu sendiri. 

5. Undang-Undang mengenai upah khususnya. 

6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.  

2.5.2. Komponen Upah 

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari 

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran 

Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen 

Upah dan Pendapatan Non Upah disebutkan bahwa : 

1. Termasuk Komponen Upah adalah : 

a. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya 

ditetapkaan berdasarkan perjanjian. 
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b. Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya 

yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan 

anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan 

kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat 

dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan 

kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan 

tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan 

dengan pembayaran upah pokok. 

c. Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan 

secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan 

tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 

2. Tidak Termasuk Komponen Upah : 

a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal 

yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, 

seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara 

cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin 

dan sejenisnya. 

b. Bonus; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan 

perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi 

yang normal atau karena peningkatan produktivitas. 

c. Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya. 
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2.5.3. Teori – Teori Upah 

Menurut G. Reynold dalam bukunya Asyhadie (2008:77) pemahaman 

upah bagi pengusaha akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang akan diterima 

pekerja/buruh. Ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar 

untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Teori Upah Normal 

Menurut teori ini yang dikemukakan oleh David Ricardo, upah 

ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk 

mengongkosi segala keperluan hidup pekerja/buruh atau tenaga kerja. 

2) Teori Undang-Undang Upah Besi 

Menurut teori ini yang dikemukakan oleh Lassale, upah yang 

dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan teori upah normal di atas 

hanya memenangkan pengusaha. Kalau teori itu dipergunakan, mudah saja 

pengusaha mengatakan hanya itu kemampuannya tanpa berpikir 

bagaimana sulitnya pekerja/buruh itu. Jadi, harus ditentang. 

3) Teori Dana Upah 

Menurut teori ini yang dikemukakan oleh Stuart Mill Senior, 

pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori 

undang-undang upah besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya 

berdasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. 

Jika dana jumlah besar, maka akan besar pula upah yang akan diterima 

pekerja/buruh. Sebaliknya, kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang 

diterima pekerja/buruh pun akan berkurang. 
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4) Teori Upah Etika 

Menurut teori ini, yang dipersoalkan sebenarnya bukanlah berapa 

besarnya upah yang diterima pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa 

jauh upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup 

pekerja/buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, dianjurkan oleh teori 

ini bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar 

tanggungannya disediakan dana khusus oleh pengusaha atau negara yang 

disebut dana anak-anak. 

2.5.4. Sistem Pembayaran Upah 

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya 

memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun 

praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut : 

1) Sistem Upah Jangka Waktu 

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut 

jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. 

2) Sistem Upah Potongan 

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah 

jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya 

dapat diberikan jika hasil pekerjaannya hanya dapat dinilai menurut 

ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan 

sebagainya. 

Manfaat  pengupahan dengan sistem ini adalah : 

a. Pekerja/buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat. 
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b. Produktivitas semakin meningkat. 

c. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif. 

Sementara itu, keburukannya adalah : 

a. Pekerja/buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan. 

b. Pekerja/buruh kurang menjaga keselamatan dan kesehatannya. 

c. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk 

mengejar jumlah potongan. 

d. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan. 

Keburukan sistem upah potongan ini, diciptakanlah sistem upah 

gabungan, yaitu gabungan antara upah minimum sehari dengan jumlah 

hasil pekerjaannya sehari. 

3) Sistem Upah Permufakatan 

Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah 

dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. 

Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para 

anggotanya. 

4) Sistem Skala Upah Berubah 

Sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan 

penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik jumlah upahnya 

pun akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. 

5) Sistem Upah Indeks 
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Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. 

Sistem ini akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya 

penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah. 

6) Sistem Pembagian Keuntungan 

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus 

apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun. 

2.5.5. Ketentuan Pembayaran Upah 

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur 

sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. 

Upah yang diberikan pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria dan 

wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyebutkan Upah 

tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.  

Menurut Husni (2006:154) prinsip ini dikenal dengan asas “no work no 

pay”, asas ini tidak berlaku mutlak, maksudnya dapat dikesampingi dalam hal-hal 

tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapatkan upah meskipun tidak 

dapat melakukan pekerjaan. Adapun penyimpangan asas “no work no pay” ini 

disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha wajib membayar upah apabila : 

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan 

atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau 
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orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah 

meninggal dunia; 

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara; 

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya; 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan 

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

 

Sedangkan Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit 

berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari 

upah; 

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) 

dari upah; 

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari 

upah; dan 

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 

 

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut : 

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

d.  membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 

(dua) hari; 

f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, 

dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan 

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 

selama 1 (satu) hari. 
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2.5.6. Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah Minimum 

Bagi pekerja khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat 

ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Besarnya upah minimum tidak sama setiap Kabupaten/Kota 

tergantung pada kondisi daerah masing-masing (Wijayanti 2009:102). 

Menurut Soedarjadi (2008:73-74) Beberapa Faktor yang dapat 

mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah antara lain : 

a. Penawaran dan Permintaan 

Suatu penawaran dari tenaga kerja tinggi karena mempunyai 

keahlian/skill, sedang permintaan untuk rekrutannya sedikit maka upah 

yang ditawarkan cenderung tinggi, tetapi apabila penawaran 

rendah/under skill sedang permintaan banyak upah cenderung rendah. 

b. Organisasi Serikat Pekerja 

Lemah dan kuatnya serikat pekerja di dalam melakukan bargaining akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya upah. 

c. Kemampuan untuk Membayar 

Meskipun ada tuntutan dari pekerja kalau tidak ada kemampuan 

membayar maka upah belum tentu naik, hal ini dikarenakan upah 

merupakan salah satu komponen harga produksi yang sangat 

diperhitungkan oleh pengusaha. 

d. Produktivitas 

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja, semakin tinggi 

prestasi yang diberikan cenderung naik, tetapi pembakuan prestasi kerja 
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sampai sekarang belum ada standar resmi sehingga dalam 

pelaksanaannya belum dapat terealisasi. 

e. Biaya Hidup 

lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi kebutuhan hidup 

seseorang, dengan biaya hidup tinggi seperti yang terjadi di kota-kota 

besar upah cenderung tinggi, tetapi apabila di daerah terpencil/desa upah 

cenderung rendah. 

f. Pemerintah 

Kebijaksanaan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan 

Ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah. 

2.5.7. Kebijakan Pengupahan 

Menurut Asyhadie (2008:44) Campur tangan negara (Pemerintah) dalam 

soal-soal ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat penting karena dengan 

adanya campur tangan negara inilah, maka Hukum Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Kerja itu akan menjadi adil. 

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu 

hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan 

tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan 

hukum lain karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah 

pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan (Husni 2006:148). 

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
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penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 

maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk 

melindungi pekerja/buruh.  

Kebijakan pengupahan Dalam Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi : 

a. upah minimum; 

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

 

2.5.8. Tata Cara Penetapan Upah Minimum 

Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Komponen 

Hidup Layak yang telah disurvei oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan 

Hidup Layak menyebutkan Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan 

faktor-faktor sebagai berikut:  

a. nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;  

b. produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja 

pada periode yang sama;  

c. pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;  
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d. kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja 

dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;  

e. kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan 

oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu 

pada periode tertentu. 

 

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menyebutkan Tata Cara Penetapan 

Upah Minimum sebagai berikut : 

1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Provinsi.  

2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.  

3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  

4) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota 

apabila telah terbentuk. 

 

2.5.9. Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

Menurut Soedarjadi (2008:79) Penangguhan adalah suatu keadaan di mana 

suatu perusahaan tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah di suatu daerah tertentu.  

Beberapa faktor yang melandasi kondisi tersebut adalah : 

1. Perkembangan usaha perusahaan kurang baik. 

2. Keuntungan yang diperoleh perusahaan belum cukup untuk menutup 

kebutuhan ongkos produksi. 

3. Manajemen perusahaan kurang profesional. 

4. Ada kesengajaan untuk membayar kurang dari upah minimum yang 

berlaku. 
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Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dilarang membayar upah 

lebih rendah dari upah minimum. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mampu 

membayar upah minimum dapat meminta penangguhan. 

Mengenai penangguhan upah minimum di dalam penjelasan Pasal 90 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak 

mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan 

melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. 

Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan 

wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak 

wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada 

waktu diberikan penangguhan. 

 

Untuk dapat mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum 

Kabupaten berdasarkan Pasal 3 Kepmenakertrans No. KEP-231/MEN/2003 

Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

menyebutkan : 

1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)diajukan oleh pengusaha kepada 

Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum 

tanggal berlakunya upah minimum. 

2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.  

3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh 

yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan, 

maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/ buruh dalam 

perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2). 

4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh 

melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang 

memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh 

jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. 

5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak 

terpenuhi, maka serikat pekerja/serikatburuh dapat melakukan koalisi 

sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari 

seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili 

perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2). 

6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) 

tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 

buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara 

proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing 

masing serikat pekerja/serikat buruh. 

7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, 

maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah 

minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat 

mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima 

upah minimum di perusahaan. 

8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan 

melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka. 

 

Jika kesepakatan penangguhan upah minimum telah tercapai, maka 

disampaikan permohonan kepada Gubernur. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

Kepmenakertrans Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum menyebutkan : 

1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai 

dengan : 

a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat 

pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang 

bersangkutan; 

b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan 

rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun 

terakhir;  

c. salinan akte pendirian perusahaan; 

d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh; 

e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang 

dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; 

f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun 

terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun 

yang akan datang; 
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2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh 

akuntan publik. 

3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila 

diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa 

keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. 

4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan 

pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan 

dari Dewan Pengupahan Provinsi. 

 

2.5.10. Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

Menurut Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan 

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, KHL adalah standar 

kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik 

untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL ditetapkan sebagai dasar penentuan upah 

minimum dengan berdasar pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya. Pada prinsipnya sistem penetapan upah minimum 

dilakukan untuk mengurangi ekspolitasi terhadap pekerja/buruh. Penetapan upah 

minimum juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan 

terhadap pekerja/buruh. Intervensi dan peranan pemerintah dalam hubungan 

industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar yang memang tidak 

seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha. 

Pada Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan 

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak komponen KHL yang 

semula hanya 46 menjadi 60, komponen tambahan sebanyak 14 (empat belas) itu 

adalah: 

1. Ikat pinggang 

2. Kaos kaki 
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3.  Deodorant 100 ml/g 

4. Setrika 250 watt 

5. Rice cooker ukuran ½ liter 

6. Celana pendek 

7. Pisau dapur 

8. Semir dan sikat sepatu 

9. Rak piring portable plastik 

10. Sabun cuci piring (colek) 500 gr per bulan 

11. Gayung plastic ukuran sedang 

12. Sisir 

13. Ballpoint/ pensil 

14. Cermin 30x50 cm. 

  Selain tersebut, terdapat 46 (empat puluh enam) komponen KHL lainnya 

yang dapat dilihat pada lampiran bagian akhir skripsi ini. 
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2.6. Kerangka Berfikir 

2.6.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kesejahteraan Pekerja dan 

berkembangnya Perusahaan 

1) Pancasila dan UUD 1945 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakaerjaan 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah 

4) Inpres Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan 

Penetapan Upah Minimum 

5) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah 

Minimum 

6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) 

Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jepara 

Pelaksanaan Upah 

Sesuai UMK 2014 

di Jepara 

Perusahaan 

melaksanakan UMK 

2014 

Perusahaan tidak 

melaksanakan UMK 

2014 

Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

1. Pengaduan 

2. Pemeriksaan 

pertama dan 

berkala 
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2.6.2 Keterangan 

Terdapat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

pengawasan upah minimum yaitu Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakaerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Perlindungan Upah, Inpres Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan 

Penetapan Upah Minimum, Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah 

Minimum dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2014. Perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melakukan 

pengawasan upah minimum yang tahun 2014 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa 

Tengah sebagai jaring pengaman terhadap upah buruh. Dalam proses pengawasan 

upah minimum terjadi beberapa faktor hambatan seperti perusahaan yang tidak 

melaksanakan upah minimum, maka dari itu perlu upaya mengatasi hambatan 

tersebut agar kesejahteraan pekerja terjamin dan semakin berkembangnya 

perusahaan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada 

data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh dari 

wawancara, pengamatan secara langsung dan dokumen pribadi untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut. 

Dalam metode pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala 

yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalis gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat 

yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang 

berlaku (Ashsofa 2007:20). 

 

Dasar peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah agar 

penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas berdasarkan data-data 

yang diperoleh dari wawancara, pengamatan secara langsung dan dokumen-

dokumen mengenai kinerja dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten 

jepara dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum tahun 2014. 

3.2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum 

kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu 
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penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah 

sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan yang dimaksud penelitian sosiologis adalah penelitian yang bertujuan 

memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang 

diteliti dengan cara mengambil data primer yaitu dengan observasi langsung 

ketempat penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait sesuai 

dengan fokus penelitan. 

 Selain itu, Peneliti juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang 

berasal dari studi pustaka berupa literature yang memuat teori-teori dan peraturan 

perundang-undangan serta pendapat para ahli maupun dari bahan pustaka lainnya 

yang berkaitan dengan pokok penelitian tentang ketenagakerjaan serta peraturan 

perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian, juga melihat 

bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktek di lapangan yaitu 

pengawasan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pelaksanaan upah 

minimum tahun 2014 di kabupaten jepara. 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Fokus masalah penelitian menuntut peneliti 

melakukan pengkajian secara sistematik, mendalam, dan bermakna. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap 

Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara. 
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2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi terhadap pengawasan perusahaan yang tidak melaksanakan 

upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lebih dulu. Lokasi yang telah dipilih dalam penelitian 

ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang 

memiliki kewenangan pengawasan terhadap Perusahaan untuk melaksanakan 

upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

3.5. Sumber Data 

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan 

pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : 

3.5.1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumbernya 

serta mengamati gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan 

peninjauan langsung pada obyek yang diteliti kemudian dicatat untuk pertama 

kalinya (Marzuki 1981:55). Informan dalam penelitian ini adalah pihak Bidang 

Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Kantor Dinas Sosial Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara serta beberapa Perusahaan yang tidak 

melaksanakan upah minimum di Kabupaten Jepara. 
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3.5.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan 

untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari perundang-undangan, buku 

literatur atau berasal dari publikasi lainnya dan yang ada hubungannya dengan 

materi yang dibahas. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan 

seterusnya (Marzuki 1981:55). 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah setiap bahan tertulis berupa 

data-data yang ada pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga berasal dari data 

sekunder berupa: 

1) Bahan-bahan hukum primer 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah. 

c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha 

dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. 

d. Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. 

e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

2) Bahan-bahan hukum sekunder 
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 Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 

tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 

memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud 

dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang 

ada  di dalam buku, jurnal hukum, dan internet serta yang berkaitan 

dengan Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 di 

Wilayah Kabupaten Jepara Jawa Tengah. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan metode dan teknik yang tepat memberikan kemudahan bagi 

peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan 

pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternatif 

pemecahan atas segala permasalahan yang muncul. 

3.6.1. Metode Pengambilan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong  

2013:186). 
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Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada responden 

atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara 

menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan instrument wawancara 

atau pedoman wawancara dari peneliti, dan pertanyaan dapat 

berkembang berdasarkan jawaban dari responden. 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai kepada pihak yang 

berkompeten yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara di Bidang Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 

serta beberapa Perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum 

Tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

b. Observasi 

Metode pengamatan atau observasi berarti melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan tentang Pengawasan Dinas 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah 

Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara. Melihat  kenyataan dari 

sudut pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa 

yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dan mempelajari dan 

meneliti hubungan timbal-balik antara hukum dan lembaga-lembaga 

seperti halnya law in action merupakan inti dari penelitian yuridis-

sosiologis. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-
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arsip, termasuk buku-buku teks tentang pendapat, teori atau buku hukum 

yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Beberapa prinsip kerja 

pengumpulan data dengan dokumentasi dirangkum dalam sebuah 

instrumen. Hal ini diharapkan agar dokumen-dokumen yang ditemukan 

dapat akan digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam 

menerangkan pengawasan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di kabupaten jepara. 

3.7.  Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan 

dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong 2013:330). 

Penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, 

akan tetapi peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dari pihak-pihak yang 

terkait dengan isi dokumen-dokumen yang berkaitan pengawasan dinas sosial 

tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di 

kabupaten jepara, serta studi pustaka yang berkaitan dengan objek tersebut yang 

terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. 
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Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data 

primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan 

demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data 

dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat 

dipercaya dan meyakinkan. Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-

benar dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data di atas sesuai dengan 

penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.  

Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan 

personal, peneliti melakukan wawancara dengan fungsional pengawas 

ketenagakerjaan dengan menggunakan catatan kecil (block note) yang membantu 

peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah itu adanya 

pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang 

terkait. 

3.8. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimaksud 

dengan analisis data kualitatif adalah: 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

2013:248).  

 

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif model interaktif 

yang berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2009:246): 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data 

yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk 

data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan 

data ini berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu 

penelitian melakukan wawancara kepada pengawas ketenagakerjaan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dan 

pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan 

temanya” (Sugiyono 2009:247). Dalam penelitian ini proses reduksi 

data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara 

kepada pihak-pihak yang terkait, dokumen-dokumen dan berkas-berkas 

yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja, dan studi 

kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan 

perundang-undangan tentang perjanjian kerja, kemudian dipilih dan 

dikelompokan berdasarkan kemiripan data. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1987) menyatakan 

“yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
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kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dalam penyajian 

data peneliti menggunakan fokus permasalahan yaitu pengawasan dinas 

sosial tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pelaksanaan upah 

minimum tahun 2014 di kabupaten jepara, kendala-kendala apa saja 

yang terjadi ketika pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di 

Kabupaten Jepara tersebut dan bagaimana solusi dari kendala-kendala 

tersebut. Fokus permasalahan tersebut disajikan dalam penyajian data 

dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada 

penyajian pembahasan karena penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif, adapun caranya yaitu dengan menggunakan 

teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

4. Conclusion Drawing/verivication 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penulis dalam 

penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari fokus permasalahan 

yang ada yaitu pengawasan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di kabupaten jepara, 

kendala-kendala apa saja yang terjadi ketika pelaksanaan upah 

minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara tersebut. 
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 BAB 5  

PENUTUP 

 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di 

lapangan, telah berhasil diperoleh data dan informasi yang menggambarkan 

tentang Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi terhadap 

pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara. Sehingga dari 

paparan tersebut di atas ditarik beberapa kesimpulan dan saran yaitu : 

5.1  Simpulan 

5.1.1 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa Perusahaan yang 

tidak melaksanaan upah minimum di Kabupaten Jepara dari tahun 2012 

sampai 2013 mengalami penurunan sebanyak 3 perusahaan yaitu dari 20 

perusahaan menjadi 17 perusahaan yang tidak melaksanakan upah 

minimum. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu  

sebanyak 40 perusahaan yang tidak melaksanaan upah minimum. Upaya 

yang dilakukan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan jika perusahaan 

tidak melaksanakan upah minimum yaitu memberikan surat nota 

pemeriksaan, memberi peringatan kepada perusahaan sampai 2 kali, 

memanggil perusahaan terkait hingga penegakan hukum melalui proses 

berita acara pemeriksaan. 

5.1.2 Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di 

Kabupaten Jepara sebagai berikut: 
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1. Jumlah pengawas ketenagakerjaan ada 2 pegawai pengawas 

sedangkan jumlah perusahaan di Kabupaten Jepara yaitu 428 

perusahaan dan home industry sekitar 12.000. Dari segi kuantitas hal 

ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi 

oleh pihak pengawas ketenagakerjaan, sehingga pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara kurang maksimal. 

2. Minimnya pengaduan dari pekerja yang mendapatkan upah dibawah 

upah minimum. 

3. Adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja masih  

tradisional. Perjanjian kerja hanya dilakukan atas dasar kesepakatan 

secara lisan antara pengusaha dengan pekerja. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa 

saran dari penulis yaitu ; 

5.2.1 Menambah pegawai pengawas ketenagakerjaan karena jumlah pengawas 

ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kabupaten 

Jepara yaitu sekitar 428 perusahaan sedangkan sektor industri Usaha 

Mikro Kecil Menengah atau home industry yang tidak terdaftar adalah 

sekitar 12.000 perusahaan, sedangkan pegawai pengawas fungsional hanya 

ada 1 dan yang 1 hanya struktural. 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 

 

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP 

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM TAHUN 

2014 DI KABUPATEN JEPARA 

 

Informan :  Pengawas Ketenagakerjaan 

 

Pengantar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas narasumber : N a m a :  

Instansi  :  

Kedudukan : 

     

 

Jenis Narasumber: 

………………………………………………………………………………………

…… 

Melalui teknik wawancara mendalam: 
 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu sebagai Pegawai Bidang Fungsional 

Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara, saat melihat fenomena 

pekerja/buruh demo meminta kenaikan upah ? 

2. Pada tanggal 18 Nopember 2013 upah minimum tahun 2014 ditetapkan 

oleh Gubernur Jawa Tengah dan mulai berlaku 1 januari 2014, apakah SK 

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 

Di Kabupaten Jepara. Penelitian ini diselenggarakan dalam 

rangka Penelitian akademik Skripsi . Hasil Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran empiris kinerja Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan 

Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara. 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih. 
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Gubernur mengenai upah minimum itu diberitahukan kepada perusahaan 

dengan cara disosialisasikan atau dengan cara apa ?  

3. Apakah ada perusahaan yang minta penangguhan pelaksanaan upah 

minimum tahun 2014 ? 

4. Pada tahun ini berapa perusahaan yang tidak melaksanakan upah 

minimum tahun 2014? 

5. Bagaimana tahapan dan prosedur pengawasan pelaksanaan UMK  tahun 

2014 di Kabupaten Jepara  ? 

6. Bagaimana pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak 

melaksanakan upah minimum? Apabila perusahaan tetap menghiraukan 

surat teguran, sanksi keras apa yang diberikan kepada perusahaan ? 

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rangka pengawasan umk di 

Kabupaten Jepara oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara? 

8. Pengaduan dari pihak buruh/serikat pekerja itu dilakukan secara 

tertulis/lisan ? dan setelah ada pengaduan, bagaimana tindakan yang 

dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara?  

9. Selama 3 tahun belakangan ini perusahaan yang tidak melaksanaan upah 

minimum mengalami penurunan/peningkatan ? 

10. Apakah dalam melakukan pengawasan tersebut bapak/ibu bekerja sama 

dengan pihak lain (pihak swasta, intansi pemerintah, dan pihak terkait 

lainnya yang bukan termasuk anggota Dinas Tenaga Kerja) ? 

11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang masih banyaknya perusahaan 

yang tidak melaksanakan upah minimum di kabupaten jepara? 
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12. Bagaimana prosedur pengawasan pelaksanaan upah minimum tahun 2014 

kepada perusahaan di Kabuaten Jepara ? 

13. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan pelaksaan upah minimum 

di Kabupaten Jepara ? 

14. Apakah dalam melaksanakan pengawasan pelaksaan upah minimum 

jumlah  pegawai sudah mencukupi ? 

15. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan upah minimum ? 

16. Harapan dan langkah strategis apa yang bapak/ibu lakukan untuk 

pengupahan di Kabupaten Jepara ? 

17. Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksaan 

upah minimum ? 

18. Bagaimana perlindungan upah bagi buruh/pekerja yang bekerja di home 

industry ? kendala apa saja yang dihadapi ? 
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LAMPIRAN 7 

 

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP 

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM TAHUN 

2014 DI KABUPATEN JEPARA 

 

Informan :  Perusahaan  

 

Pengantar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas narasumber : N a m a :  

Perusahaan :  

Kedudukan : 

     

 

Jenis Narasumber: 

……………………………………………………………………………………... 

Melalui teknik wawancara mendalam: 
 

1. Apa yang menjadi dasar atau syarat-syarat seorang pengusaha menerima 

karyawan ? 

2. Apakah ada perjanjian kerja secara tertulis antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh ? 

3. Berdasarkan apa upah yang biasa diberikan kepada pekerja/buruh ? lama 

kerja, tingkat pendidikan ? 

4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemberian upah ? 

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 

di Kabupaten Jepara. Penelitian ini diselenggarakan dalam 

rangka Penelitian akademik Skripsi. Hasil Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran empiris kinerja Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan 

Upah Minimum Tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih. 
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5. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pekerja/buruh jika mereka tidak 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik? 

6. Apa yang menjadi tanggung jawab dari pengusaha jika pekerja/buruh 

sakit? 

7. Apa yang menjadi tanggung jawab dari pengusaha jika pekerja/buruh 

sakit? 

8. Perusahaan saudara merupakan industri mebel go internasional tapi 

kenapa memberikan gaji kepada buruh dibawah upah minimun yang 

ditetapkan oleh Gubernur ? 
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LAMPIRAN 8 

 

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP 

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM TAHUN 

2014DI KABUPATEN JEPARA 

 

Informan :  Pengawas Ketenagakerjaan 

 

Pengantar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas narasumber : N a m a :   

Instansi  :   

Kedudukan : 

     

 

Data Dokumentasi : 

…………………………………………………………………………………….... 

 

1. Susunan organisasi dan profil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara. 

2. Berita media cetak/online terkait pelaksanaan upah minimum di Kabupaten 

Jepara. 

3. Data perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan upah minimum Tahun 

2014 di Kabupaten Jepara. 

4. Data pemeriksaan perusahaan di Kabupaten Jepara 

5. Data perusahaan yang tidsk melaksanakan upah minimum di Kabupaten 

Jepara. 

  

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 

di Kabupaten Jepara. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka 

Penelitian akademik Skripsi. Hasil Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran empiris kinerja Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah 

Minimum Tahun 2014 di Kabupaten Jepara. 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih. 
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LAMPIRAN 9 

 

 

 
Wawancara dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan 

 

 Wawancara dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan 

 

 

Wawancara dengan pemilik CV. Rimba 

Raya 

 

 

 

 

 

 


